DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 13 Juli 2026
Kepada

Yth. 1. Sekretaris Dinas Pendidikan
. Para Kepala Bidang Dinas Pendidikan
. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
. Para Kepala UPT Dinas Pendidikan
. Para Kepala Satuan Pendidikan Negeri
di
Jakarta
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SURAT EDARAN
NOMOR 77/SE/2026
TENTANG

MEKANISME PELAPORAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL
NEGARA TERKAIT PERKAWINAN, KELAHIRAN ANAK, PERCERAIAN, DAN KEMATIAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka meningkatkan kualitas data kepegawaian dan mendukung tertib administrasi,
serta menjamin kesesuaian hak tunjangan keluarga bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, perlu diatur mekanisme pelaporan perubahan data dan
status pegawai karena perkawinan, kelahiran anak, perceraian, serta kematian pegawai atau
anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Mekanisme tersebut dilaksanakan guna memastikan
pemutakhiran data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem
MyASN, serta Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi ASN di Satuan Pendidikan, dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen dalam Pelaporan Perubahan Status Kepegawaian

No | Jenis Pelaporan Dokumen Persyaratan dan Aksi Pendukung

1 | Perkawinan 1. Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang telah diperbarui;




No

Jenis Pelaporan

Dokumen Persyaratan dan Aksi Pendukung

N o Ok

Fotokopi Surat Keputusan (SK) Pangkat Terakhir;

Fotokopi Daftar Gaji Bulan Terakhir;

Formulir KP4; dan

Dokumen tambahan, bagi:

a. Pasangan yang berstatus ASN aktif atau pensiunan
adalah Fotokopi Daftar Gaji Bulan Terakhir Pasangan;

b. Pegawai yang melaksanakan perkawinan kembali
setelah pasangan sebelumnya meninggal dunia adalah
Fotokopi Akta Kematian pasangan; dan

c. Pegawai yang sebelumnya pernah bercerai adalah
Fotokopi Izin Perceraian dan Akta Cerai.

Kelahiran Anak
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Fotokopi Akta Kelahiran Anak;
Fotokopi KK yang telah diperbarui;
Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan;
Fotokopi SK Pangkat Terakhir;
Fotokopi KTP suami dan istri; dan
Fotokopi Daftar Gaji Bulan Terakhir.

Perpanjangan
Tunjangan Anak
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Fotokopi Akta Kelahiran Anak;
Fotokopi KK;

Fotokopi SK Pangkat Terakhir;
Fotokopi Daftar Gaji Bulan Terakhir;

Surat Keterangan Aktif Sekolah atau Kuliah asli dari Institusi
Pendidikan yang menyatakan bahwa anak masih terdaftar
sebagai siswa/mahasiswa aktif sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun pelajaran; dan

Bagi anak yang masih dalam tanggungan yang telah berusia
21 (dua puluh satu) tahun, tunjangan anak dapat
diperpanjang hingga anak berusia 25 (dua puluh lima) tahun
selama yang bersangkutan masih berstatus pelajar atau
mahasiswa.

Kematian
Pegawai/Keluarga

. Fotokopi Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat atau Surat
Keterangan Kematian dari rumah sakit;

Fotokopi KK;

Melakukan pelaporan kematian pegawai ASN pada laman
bkddki.jakarta.go.id/laporkematian; dan

Melakukan permohonan pemutusan tunjangan keluarga
melalui aplikasi kepegawaian pada laman




No | Jenis Pelaporan Dokumen Persyaratan dan Aksi Pendukung
pegawai.jakarta.go.id/home pada menu Riwayat Hubungan
Keluarga.

5 | Perceraian 1. Fotokopi Izin Perceraian dari Pejabat yang Berwenang bagi

pegawai yang mengajukan gugatan perceraian;

2. Fotokopi Surat Keterangan Melakukan Perceraian dari
Pejabat yang Berwenang bagi pegawai yang menjadi pihak
tergugat;

3. Fotokopi Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan

Agama atau Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

4. Fotokopi KK yang telah diperbarui;
5. Fotokopi KTP yang telah diperbarui; dan
6. Melakukan permohonan pemutusan tunjangan suami/istri

melalui aplikasi kepegawaian pada laman
pegawai.jakarta.go.id/home pada menu Riwayat Hubungan
Keluarga.

2. Peran dan Kewajiban dalam Pelaporan

a.

1)

2)

Satuan Pendidikan Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Tenaga Administrasi pada Tata Usaha di Satuan Pendidikan menerima dan melakukan
verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan yang dikirim oleh pegawai dari Satuan
Pendidikan dan melakukan pemutakhiran data pada Sistem Dapodik.

Kepala Satuan Pendidikan membuat dan mengirim surat pengantar usulan perubahan
data kepegawaian beserta dokumen persyaratan kepada Kepala Suku Dinas
Pendidikan Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.

b. Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

1)

Seksi PTK Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota Administrasi/Subbagian Tata Usaha
Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menerima dan
melakukan verifikasi kelengkapan surat pengantar usulan perubahan data
kepegawaian beserta dokumen persyaratan yang dikirim oleh Satuan Pendidikan.

Seksi PTK Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota Administrasi/Subbagian Tata Usaha
Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menerima dan
melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan yang dikirim oleh pegawai dari
Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.

Seksi PTK Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota Administrasi/Subbagian Tata Usaha
Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengirim surat
pengantar usulan perubahan data kepegawaian beserta dokumen persyaratan kepada
Suku Badan Kepegawaian Daerah Wilayah Kota Administrasi sesuai wilayah kerjanya.


https://pegawai.jakarta.go.id/home
https://pegawai.jakarta.go.id/home
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4) Seksi PTK Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota Administrasi/Subbagian Tata Usaha
Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyampaikan
laporan rekapitulasi perubahan data kepegawaian kepada Dinas Pendidikan paling
lambat tanggal 25 setiap bulan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran.
Penyampaian laporan dilakukan melalui surat kedinasan dan pengisian data pada
tautan bit.ly/Laporan_PemutakhiranDataPegawai_DisdikDKI.

c. Dinas Pendidikan Provinsi DKI| Jakarta

1) Bidang PTK Dinas Pendidikan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan
dokumen persyaratan yang dikirim oleh pegawai dari UPT Dinas Pendidikan dan Dinas
Pendidikan.

2) Bidang PTK Dinas Pendidikan mengirim surat pengantar usulan perubahan data
kepegawaian beserta dokumen persyaratan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
DKI Jakarta.

3) Bidang PTK Dinas Pendidikan menerima laporan rekapitulasi perubahan data
kepegawaian dari seluruh Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota/Kabupaten
Administrasi dan mengonsolidasikan perubahan data kepegawaian di tingkat Dinas
Pendidikan.

3. Setiap pegawai yang mengalami perubahan status karena perkawinan, kelahiran anak,
perceraian, atau kematian wajib melaporkannya secara berjenjang paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak tanggal terjadinya perubahan status tersebut.

4. Keterlambatan pelaporan perubahan status perkawinan, kelahiran anak, kematian, atau
perceraian yang mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan keluarga menjadi
tanggung jawab pegawai yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh
tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

JJAYA m va Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DK Jakarta

égi: ‘
a-—x-“ 4 Nahdiana

— Pembina Utama Madya (IV/d)

Tembusan :

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

| Bal 1 Catatan:
Sel ‘hxa 1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau D El / hasil 1ya merupakan alat bukti yang sah"
Ele kf ik 2. D ini telah di i secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN
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LAMPIRAN
SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 77/SE/2025

TENTANG

MEKANISME PELAPORAN DAN PEMUTAKHIRAN
DATA KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA
TERKAIT PERKAWINAN, KELAHIRAN ANAK,
PERCERAIAN, DAN KEMATIAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

DAFTAR PERUBAHAN DATA KEPEGAWAIAN TERKAIT PERKAWINAN, KELAHIRAN ANAK,
PERCERAIAN, DAN KEMATIAN PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH ... KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA ... / KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

No.| Nama | NIP | UnitKera Kejadian el e Aeges | LR
Kejadian Keluarga Keluarga
Kematian
1 Fulan 71999... Sekolah A Anggota 1 Januari 2026 Fulanah Istri
Keluarga
2
3
dst.
Catatan:

¢ Kolom Kejadian dapat diisi dengan: Kematian Anggota Keluarga, Kematian ASN,
Perceraian, Kelahiran Anak, Perpanjangan Tunjangan Anak, atau Perkawinan.
¢ Kolom Hubungan Keluarga dapat diisi dengan: Suami, Istri, atau Anak.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

agava_nrava  Ditandatangani secara elektronik oleh :
_ = Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DK Jakarta
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Pembina Utama Madya (IV/d)

Catatan:
Sertlflkast 1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau D El /: hasil 1ya merupakan alat bukti yang sah"
ktronik 2. D ini telah di i secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN
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